
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN 

UMUM NOMOR 02 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA 

KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT 

BAGIAN 076 TAHUN ANGGARAN 2023 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 479 TAHUN 2023. 

ABSTRAK : bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di dalam 

pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pada Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Garut Bagian Anggaran 076 Tahun 2023. 

 

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  

Kabupaten Garut ini adalah : 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6267); Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 33); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata 

Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023; Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis 



Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 

47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / 

Barang Dan/Atau Pelakasana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran /Barang 

Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.  

 

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut 

nomor 479 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan 

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2023 Tentang 

Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Garut Bagian 076 Tahun Anggaran 2023 

menetapkan Nama-nama dan besaran honorarium Pejabat Pengelola 

Keuangan pada KPU Kabupaten GARUT Tahun 2023 sebagaimana 

tercantum dalam lajur “2” dan lajur “3” dan kepada masing-masing 

yang bersangkutan diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan Menteri  Keuangan atau tercantum dalam 

lajur “5” lampiran Surat  Keputusan ini. 

 

 

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Mei 2023. 

 


